


MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTEzu DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

h{ENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

SALINAN

bahwa untuk menjamin kepastian ltr:kr.ira akibat

perkembangan peraturan perundang-undangari ttt:ngenzri

Badan Lal,2nan Umum Daerah, perlu pedornair bagi

pemerintah daerah dalam pengeloiaan kcuangaii Ba.da r^

Layanan Umum Daererh;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri lrlomor 6i 'I'ahu t:

2007 terrtang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangat

Badan Layane.n Umum Daerah sudah tclak sesua,i tlengar

ciinamika perkembangall peraturan perundanp-undartqar":

mengenai Badan Layanan Umum Daerah sehin3.1a pe:lu

diganti;

r':a.hwa berdasarkan pertimbangan sebagarmale cir.:,raksr..l

<ialam huruf a dal huruf b, periu menetapkarr Peraturatl

Menteri Dalam Neger: :entalig Badan Layanan Urturir

Daeral:;

Urrdang-U::dang Nomor 3c) Tah.rir ',:t.:C't Lettl.lrng

l(ernenterian Negara (l,embarair Negara Repunlik indon :s j'a.

thhun 2t108 liomor 166. Tarnbahan Lerni,'ari'-n Negara

lilepuiriii": Indonesia Nomor 49 1(i);

Merrinibrr;ig : a.

b.

lvfenginge^t : 1.
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Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 1O4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

442r);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahwn 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit
pelaksar'a teknis dinas/badan daerah dalam memberikan

.)

J.

4.

5.



c

a

pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada

umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan

keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa

mencari keunfungan Calam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi

organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang

baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu,

berkesinambungan dan berdaya saing.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra

adalah dola:men perencanaan BLUD untuk periode 5

(lima) tahrinan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / penggurla

barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutn5'a

disingka: APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh perintah daerah dan DPRD, dan Citetapkan dengan

peraturan daerah.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat

RBA adala.h dokumen rencana anggaran tahunan BLUD,

yang disusun dan disajikan sebagai bahan peny'usunan

rencana kerja dan anggaran SKPD.

Rencana lierja dan Anggaran SKPD yang seianjutnya

disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan darr

penganggaran yang berisi rencana penciapata.n, rencana

belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana

pemtriayaan sebagai dasar peny.rsunan APBD.

9. Dokunien Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DPA adalah <iokrrmen yang memuat

4.

.).

6.

7

a



11.

10.

12.

i3.

14.
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pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang

BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan

Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan

pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa

yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang

wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lang selanjutnya

disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai

tugas melalsanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit
pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penuniang tertentu
selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna

barang.

Pasal 2

BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum
secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis
Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan
pemeriutah daerah yang pengelolaann-va dilakukan
berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala

daerah.

Kepala dacr ah bertanggung jawai: atas kebijakan
penyelenggaraan pelayanau umum.

Pejabat Pengelola BLUD bertanggrrng jawab atas
pelalsanaan pemberian layanan umum terutama pada

aspek manfaat yang dihasilkan.

(1)

(2t

(3)
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(4') BLUD mcl'upakan keila1,r16.1i daerah yang tidak

dipisahkan dari pemerintah daerah.

(5) BLUD merupakan bagian dari pengeloiaan keuangan

daerah.

BAI] II

SL,I\,IBER DAYA MANUSIA DAN REIVIUNERASI

Bagran Kesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 3

(l) Srrmber daya manusia BLUD terdiri atas:

a. pejabat pengelola; dan

b. pegawa"i.

'2\ Pe.iabat Pengelola sebagaimana dimal<sud paCa ayat [1)

htirui a bertanggung jarvab terhadap kinerja umum
operasiona-I, pelaksanaau kebijakan Fleksibilitas dan
keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat i1) hurui b
menyelenggaralian kegiatan unttik mendukung kinerja
BI,,UD.

14) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD bcrasal dari:

a. 'pegawai negeri sipil; dan/atau
b.'pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai

derrgan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i5) BLUD dapat mengangkat Pejabat pengelola oan pegawai

selajn sehagaimana dirnaksud pada ayat (41 dar
prrofesional lainnya.

(6) Pengarigl:atan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

sesuai Cengan kebutuhar:. profesionalitas, kemampuan
keu angan dan berdasarkan prinsip efisiens:. ekonomis
dar produktif dalarn menir.gkatkan pelayanan.

(71 Pejabat Pr:ngeiola dar'. pega.wa, y-ang berasar dari tenaga
prot'esior:a-i lair:nya sebagai:nana drmaksud parla avat (5)

dapat clipekerjakaa secara kontra_k atau tetap.
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(8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional

lainnya sebagaimana dirnaksud ayat (5) diangkat untuk
masa jabatan pahng lama 5 (lima) tahun, dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa

.iabatan boikutnya.

i9) Pengangkaran kembali untuk periode masa jabatan

berikutnya paling tinggi berusia 6O (enam puluh) tahun.

(10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal

dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah rlan komposisi

yang telah disetujui PPKD.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, perayaretan,

pengangkatan, penempatan, batas usia. masa kerja, hak,

kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai

I'ang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat

Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayai (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan

kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada a_yat (1) berupa

pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas,

kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perila-ku

5,ang diperlukan dalarn pelaksanaan nrgas jabatannya.

Pasal 6

Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (l) huruf a terdiri atas:

a. pemimpin;

b. pejabat keuangan; dan

c. Jrejabat teknis.

Sebutar: pemi:npin, pejabat keuangan dan pejabat teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan der)gan

(1)

(2)
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nomenklatur ),allg berlaku di BLUD.

Pasal 7

(1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh kepala

daerah.

l2i Pemimpic. berr-anggr.rrrgiawab kepada kepala daerah.

(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab

kepada pemimpin.

Pasal 8

tl) Pemimpin sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

hunif a mempunyai tugas:

a.memimpin, menga-rahkan, membina, mengawasi,

mengendalikan, dan mengevaluasi peny-elenggaraan

kegiatan BLUD agar lebiii efrsien dan produktivitas;

b. merumuskErn penetapan kebijakan teknis BLUD serta

keu'ajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah

ditetapkan oleh kepala daerah;

c. rnen,-usun Renstra;

C. menyiapkan RBA;

e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat

teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;

f. menetapkan peja-trat lainnya sesuai dengan kebutrrhar;

BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan

peraturan perundangan-undangan;

g. mengoordinasikan pelal<sanaar. kebijakan BLUD yang

dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis,

mengendalikan tugas pengawasan internal, serta

menyampaikan dan mempertanggungiawabkan kinerja

operasicnal serta keuangan BLUD kepada kepala

daerah; dan

h. tuga.s lain:rya yang di.+-etapkalr oleh kepala daerah

ses tlai d engan kewenanganrrya.

l.2l Pernimpirr. dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pacia ayat (1), memprrny-ai fungsi sebagai

penanggur:giawab umum cperasional dan keuangan.
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Pasal 9

(l) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna

anggaran/ kuasa pengguna barang.

(2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat

keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna

anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 10

(1) Pejabat keuangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;

b. mengoordinasikan peny:sunan RBA;

c. menyiapkan DPA;

d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

e. menyel'-nggarakan pengelolaan kas;

t. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;

g. menJ rsun kebijakan pengelolaan barang milik daerah

yang berada dibawah penguasaannya;

h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen

keuangan;

i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan; dan

j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah

dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi

sebagai penanggungiawab keuangan.

(3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

(4) Pejabat keuangan, bendatrara penerimaan, dan

bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri

sipil.
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Pasal 11

(1) Pejabat teknis sebagaimana Cimaksud dalam Pasal 6 ayat

(l) huruf c mempun_rrai tugas:

a. men)rusun perencanaar keglatan teknis operasional

dan pelal-anan di bidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan

pelayanan sesuai dengrr. RBA;

c. memimpir dan mengendalikan kegiatan teknis

operasionai dan pelayanan dibidangny-a; dan

d. tugas lairu:ya yang ditetapkan oieh kepala daerah

dan/atau peltimpin sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai

penanggungiawab kegiatan teknis operabidhal dan

peiayanair di bidangnya.

(3) Pelaksaaaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berkaitan Cenga:r mutu, standarisasi,

administrasi, peningkatan ku.alitas sumber daya

rnanusia. d.an peningkatan sumber daya lainnya.

Bagiarr KeCua

Pernbina dan Pengau'as Badan Layanan Umum Daerah

Pasai 12

Pen:bina tian pengarvas BLUD terdrri atas:

a. pembina teknis dan pernbina keuangan;

b satuin pengawas internal; dan

c. De*'an P,:ngawas.

Pasal 13

(l) Penrbina teknis sebagairnana dimaksud dalam pasai 12

huruf a ),aitu kepala SKPD 1'ang bertanggunglawab atas

ur:usan p errrerintahan vetng hersangi<utan.

lq Pembina keuangan sebaga-:mana dimaksud dalam pasal

12 hurrf a yaitu PPKD.
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Pasal 14

Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf (b) dapat dibentuk oieh Pimpinan untuk
pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja

pelal'anan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial

dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yaitu pengawas interna-l yang berkedudukan

langsung dibawah pemimpin.

Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dengan mempertimbangkan :

a. keseimbangaif antara manfaat dan beban;

b. kornpleksitas manajemen; dan

c. volumr: dan/atau jangkauan pelayanan. ' r't r', r'

Pasal 15

(ll T.rgas satuan pengawas internal, membantu manajemen

untuk:

a. pengarnanan harta kekayaan;

b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;

c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan

d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam

penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

(21 Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal
yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiiii<i keahlian, integritas, pengalaman, jujur,
perilaku yar:g baik, dan dedikasi yang tinggi untuk
memaj "rkan dan mengembangkan BLUD;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

d. memahami tugas dan fungsi BLUD;

e. memiliki pengalamar teknis pada BLUD;

f. berijazah pa,ing rendah D-3 (Diptoma 3);

g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling

tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar

pertama kali:

(2)

(3)
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i. tidr.k pernah dihukum karena melakukan tindak

pidarra yang merugilian keuangan negara atau

keuangan daerah;

tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

mempunl.ai sikap independen dan obyektif.

Pasarl 1 6

Dewan Pe'.rganvas sebagaimana dirriaksud dalam Pasal 12

huruf c dapat dibentuk oleh kepa-la daerah.

Penrbentukan Delvan Pengawas sebagairnana dimaksud

pada a1'at (1) hany-a dapat dilakukan oleh BLUD yang

memiliki rea,lisasi pendapatan menurut laporan realisasi

anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau

neraca 2 (duai tahun te;akhir.

Dert'al Pengawas sebagarmana dimaksud pada ayat (2)

dibentuk trntuk pengawas;rn dan pengendalian internal

yang dilakr-rkan oleh Pejabat Pengelola.

Jumlatr anggota l)ewan Pengawas paling banyak 3 (tiga)

orang atau .5 (lima) orang.

(5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga)

orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD

yang memiliki:

a realisasi penCapatan menurut laporan realisasi

anggaran 2 (dua) tahun terakhir. sebesar

Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh rniliar trpiah)

sampaj dengan Rp 100.O00.O00.000,00 (seratus miliar

rupiah); atau

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir

sebesar Rp i 50.000.000.000,00 (seratus lima puluh

miliar rupiah) sampai dengan Rp50O.00O.OO0.0OO,00

(linra ra.tus miliar rupiah).

6l .J.rmlo,h anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima)

orarlg sebagaimana dimaksud pada a1'at (4) untuk BLUD

yang rnerniliki:

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi

ane!,,a!'arr 2 (dua) tall.Lrn terakhir, lebih bcsar dari

R"p iOCr.000.000.0C0,CO (seratus miliar rupiat!; atau

J.

k.

(1)

(,)\

(3)

(4)

mlai aset menurut
.. r,. ! :rtr,. .,,
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b. nitai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih

besar dari Rp500.00O.O00.OOO,OO (lima ratus miliar

rupiah).

Pasal 17

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimara dimaksud dalam

Pasal 16 a1'at (5) terdiri atas unsur:

a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi

kegiatan BLUD;

b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi

pengelolaan keuangan daerah; dan

c 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan

BLUD.

(2\ Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimdkstrd dalam

Pasal 16 ayat (6) terdiri atas unsur:

a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan

BLUD;

b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi

pengelolaan keuangan daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan

BLUD.

(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional,

atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi,

kegiatan dan layanan BLUD.

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayal (2) dapat diangkat menjadi anggota

Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

(5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan

setelah Pejabat Pengeiola diangkat.

(6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang

bersangkrttan harus memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. merniliki keahlian, integritas, kepemimpinan,

pengaiaman, jujur, petilaku yang baik, dan dedikasi

yang tinggi untuk mernajukan dan mengernbangkarr

BLUD;
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c. m€-maharni perryelenggaraan pemeintahan daerah;

d. menriliki peirgetahuan yang memadar tugas dan fungsi

BLLID;

e. menyediakan waktu yang cukrrp untuk melaksanakan

tugasnJ,-a;

f. bei-ijazair paling rendah S-1 (Strata Satu);

g. berusia pahng tinggr 60 (enam puluh) tahun terhadap

unsur sebagaimana diniaksud dalarn Pasal 17 ayat (1)

dan ayat (2);

h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan

Penganvas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebzrbkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan

pailit;

i. tiCak sedang menjala:ri sanksi pidana; dan

j. tidak sedang menjadi pengums partai politik, calon

kepala daerah aiau calon wakil kepala daerah,

dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

(1, Devran Pengavras memiliki tugas:

a. inemantau perkembangan kegiatan BLUD;

b. menilai kinerja keuangan rnaupun kinerja

nonkeuangarr BLUD dan memberikan rekomendasi

atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat

Pengelola BLUD;

c. memonitor tindak laniut hasil evaluasi dan peniiaian

kinerja da-ri hasil laporan audit pemeriksa eksternal

pemer;ntah;

d. membenkan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam

rnelaksanakan tugas cian kewajibannva; dan

e. rnemherikan pendapat d:rn saran kepada kepala

daerah mengenai:

t. iBa yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2. penr:,asalahan yarig menjadi kendala dalam

pengeiolaan BLIID: dan

3. kiri.erja ELUD.
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Per:ilaian kinerja keuangan sebagaimana- dimaksud pada

ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan

yan g dib erika t lre ntab ilita^s) ;

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (ft,lcu rdifas);

c. memenuhi seluruh kewajibannya (solrrabilitasl; darr

d. kemampuan penerirnaan dari jasa lalzarian untuk
membiayai pengeluaran.

Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana rjirnaksud

pada ayat (f) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan

perspektif pelanggan, proses internal pelayanan,

penrbelajaran, dan pertumbuhan.

Dewan Pengawas melapc,rkan pelaksanaan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepacla kepala

daerah sccara berkala paling sedikit 1 (satu) kaii dalam

sairr tahun atau sewatrrtu-waktu jika diperluka:i.

Pasal 19

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5

(lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling

tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Dalarn hal batas usia anggota Dewan Pengawas srrdah

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan

Penganvas dari unsur tenaga al.li dapat diangkat kernbali
untuk I (satu| kali masa jabatan berikutnya.
Anggota Deu'an Pengawas diberhentikan oleh kepala
daerah karena:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatan berakhir; atau
c. dibirtrentikan sewaktu-u'aktu.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:

a. tidat dapat melaksalakan r-ugasnya dengan baik;
b. tidak rrrelaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangnn;

c. terlibat dalam tindakan yang merrrgikan BLLID;

(3)

(4)

(1)

t2)

(s)

(4)
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d. dinl'atakan trt"rsalah dalam putusan perigadilan yang

telah racmpunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurlcan diri; dan

f. terlibat dalam tindakarr kecurangan yang

rnengerkibatkan kerugian pada BLUD, negara,

dan/ atau daerah.

Pasal 20

(1) Kepala daerah dapat mengangkat sekretaris Dewan

Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan

Pengawas.

(21 Sekretaris Detiran Pengawas sebagaimana dimaksud pada

a1at. (1) bul<an merupakan anggota Dewan pengawas.

Pasal 2 I
Segala biaya yang diperlukan dalara pelaksanaan tugas

L.)ewan Pengauras dan sekretaris Dewan pengawas dibebankan
pacia BLUD dar rlimuat dalam RBA.

Pasal 22

Pelrrksanaa.n pembrnaan dan pengawasan terhadap BLUD

oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 12 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pelal<sanarrn pembirraan dan pengawasan sebagaimana

. dimaksud pada ayat i1) dapat berkoordinasi dengan

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan

Daerah.

Bagian Ketiga

Remunerasi

(1)

(2J

Pejabar Pt:ngeloia

: emttnerasl sesuai

profr:sionalisme.

Pasal 23

darr pegau,ai BLUD diberikan

dengan tanggung ja.wab dan

ilr



(2\

- 16-

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam

komponen meliputi:

a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat

tetap sretiap bulan;

b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang

bersifat tambahan perrdapatan di luar gaji setiap

bulan;

c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat

tambahan pendapatan di luar gaji;

d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang
yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji,

tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang

dapat ciiberikan I {sa.tLr) kali dalam I (satu) tahun
anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;

e. pesangon ;raitu imbalan kerja berupa uang santunan
purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan;

dart/atau

f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. bersifat tetap berupa gaji;

b. bersifat tarnbahan berupa tunjangan tetap, insentif,

dan bonus atas prestasi; dan

c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian

kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi

pegawai negeri sipil.

Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:

a. bersifat tetap berupa gajl;

b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas
prestasi; dan

c. Fesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi

Pegaw-ai Negeri Siprl.

(3)

(4)
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Pemberiarr gaji, tunjangao dan

dimaksud pada ayat {3) dan ayat

sipil sesuai dengan ketentuan

undangan.

pensiun sebagaimana

(a) bagi pegaw,ai negeri

peraturan perundang-

(1)

(2t

(3)

ral

Pasal 24

Remunerasi sebagaimana dimaksuC dalam Pasal 23 ayat
(1), diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan

usulan pemirnpin.

Pengaturan remunerasi dalam peraturan kepala daerah

sebaga:mana dimaksud pada a1,at (1) mempertimbangkan

prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan,

kervajetran dan ir.dnerja.

Selain mempertimbangkan prinsip Sebagaimana

dirnaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat

rnemperhatikan indeks trarga claerah I wilayah.

Unruk mengarur remunelasi BLUD, kepala daerah dapat

menrbentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari

unsur:

a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;

b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

c. perg'(rman tinggi; dan

d. lembaga profesi.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 25

Pengaturan rernunerasl Calam peraturan kepala daerah

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dihitung
berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

a. pengalaruan dan masa ker:ia;

b. ketrampilan, ilmu pengetab.uan dan perilaku;

c. resrko kerja;

d. tingkat kr:garwatdaruratan;

e. jabatan vang disandang; dan

f. hasil/capaian kjnerja.
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Pasal 26

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25, penetapan remunerasi bagr pemimpin,

mempertimbangkan fafttor:

a. ukuran dan jumlah aset vang dikelola, tingkat pelayanan

serta prociuktivitas;

b. pelayanan sejenis;

c. kemampuan pendapatan; dan

d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan,

pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 27

Remunerasi b.gr pejabat keuangan dan pejabat teknis

ditetapkan paling banyak sebesar 9O% (sembilan . puluh
persen) dari remunerasi pemimpin.

Pasal 28

(1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada

Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai

imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan

setiap bulan.

(2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
a. honorarium ketua Dervan Pengawas paling banyak

sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan

tunjangan pemimpin;

b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak

sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan

tunjangan pemimpin; dan

c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak

sebesar LSyc (lima l:elas persen) dari gaji dan

tunjangan pemimpin.
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BAB III

TAHAPAI.{ T'ENER{PAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Persye.ratan

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang a-kan

menerapkarr BLUD memenuhi persyaratan yang rneliputi:

a. substantif;

b. teknis; dan

c. admir:.istratif.

Paragraf 1

Persyaratan Substantif

Pasai 30

Pers1.61616l, substantif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 huruf a terpenuiri apabila tugas dan fungsi Unit

Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah bersifat

operasional dalarn menyelenggarakan layanan umum

yang menghasilkan semi barang/jasa publik.

Layar:an umum sebagaim"na dirnaksud pada ayat (1)

berhubungan dengan:

a. penyedraan barang dan/ atau jasa layanan umum;

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan

ekonomi dan/atau iayanan kepada lrrasyarakat;

dan/ atau

c. perigelolaa-n wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan

meningkatkal perekonomiarr masyar-akat atau layanan

ullrum..

Pasal 3 1

(1) Penyeciraan barang dan/atau jasa layanan umum

sebaga:rnana dimaksud dalam Pasal 30 a1'at (2) huruf a,

dlutarn-akan untuk pelavanan kesehatan.

(1)

{2t
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Penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a

tidak termasuk penyedieran jasa layanan umum yang

berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan

tertentu dan perizinan.

Dalam melakukan penyediaan barang dan,/ atau jasa

layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O

ayat (2) huruf a, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan

Daerah dapat menjadi pen5rsdia dalam pengadaan barang

dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah

maupun swasta sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat

sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan

umum.

Pasal 32

Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah;

dan/atau

b. dana perumahan.

Pasal 33

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana

dimak-sud dalam Pasal 3O a1,at (2) hunrf c, antara lain

kawasan pengembangan ekonomi terpadu.

Paragral 2

Persyaratan Teknis

Pasal 34

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 huruf b, terpenuhi apabila:

a. karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis

Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan

lebih layak apabila dikelola dengan rnenerapkan

BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian

target keberhasilan; dan
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b. berpotensi meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola

dengan menerapkan BLUD.

Kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas

penerapan BLUD dilaksanakan oleh kepala SKPD melalui

sekretaris daerah untuk Unit Pelaksana Teknis

Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

Pasal 35

Kriteria layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (l) huruf a, meliputi:

a. memiliki potensi untuk meningkatkan

penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan

produktif; dan

b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung

dengan layanan umum kepada masyarakat.

Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dan kinerja keuangan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. perkiraan rencana pengembangan yang dilihat,

misalnya dari peningkatan/diversifikasi unit layanan,

jumlah konsumen dan tingkat kepuasan konsumen;

dan

b. perhitungan frencana peningkatan pendapatan dalam

beberapa tahun yang akan datang dengan

ditetapkannya menjadi BLUD.

Paragraf 3

Persyaratan Administratif

Pasal 36

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 huruf c terpenuhi, apabila Unit Pelaksana Teknis

Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen,

meliputi:

a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan

kinerja;

(2)
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b. pola tata kelola;

c. Renstra;

d. standar pelayanan minimal;

e. laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan;

dan

f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk

diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

Pasal 37

Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a

ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas/Badan Daerah dan diketahui oleh kepala SKPD.

Pasal 38

(1) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

huruf b merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis

Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

(21 Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (l),

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 39

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

memuat:

a. kelembagaan;

b. prosedur kerja;

c. pengelompokan fungsi; dan

d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 40

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi,

tanggung jawab, hubunga.n kerja dan wewenang.

(21 Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan

mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
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Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan

dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip

pengendalian internal untuk efektilitas pencapaian.

Pengelolaan sumber <iaya manusia sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 39 huruf d memuat kebdakan

mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang

berorientasi pada per:ingkatan pelayanan kepada

masyarakat.

Pasal 41

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c

merupakarn perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun

untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan

mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja

dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Renstra sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 42

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan

menerapkan BLUD, menyusun Renstra sesuai dengan

ketentr,ran peraturan perundang-undangan sebagai

bagian dari Renstra SKPD.

(2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memuat:

a. rencarla pengembangan iayanan;

b. strategis dan arah kebijakan;

c. rencana program dan kegiatan; dan

d. rencana keuangan.

Pasal 43

(1) Standar pelayanan mininal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 huruf d memuat batasan minimal

mengerlal jenis dan rnutu layanan dasai: yang harus

dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan

Daerah yang akan r.,.enerapkan BLUD
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(21 Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk

menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan,

kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum

yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan

Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 huruf e disusun oleh kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD

sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada

pemerintah daerah.

Laporan keuangan terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan operasional:

d. laporan perubahan ekuitas; dan

e. catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan prognosis/proyeksi keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 huruf e berupa laporan

realisasi anggaran dan laporan operasional disusun oleh

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang baru

dibentuk dan akan mer.erapkan BLUD sesuai dengan

sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan

oleh peraenntah daerah.

Pasal 45

Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 irurrf f merupal:an laporan audit oleh pemeriksa

eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

pemndang-undangan atas laporan keuangan tahun

terakhir sebelum Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan

Daerah yang akan menerapkan BLIJD direkomendasikan

untuk menerapkan BLUD.

(3)

(1)
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Dalam hal audit terakhir sebagaimaaa dimaksud pada

alzat (1) belum tersedia, kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD

membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh

pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundan g-undangan.

Surat pernyatzrau sebagairnana dimaksud pada ayat (2.1

ditandatangani oleh kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan

diketahui kepala SKPD.

Bagian Kedua

Permohonan, Penilai.an dan Penetapan

Penerapan Badan L"ayanan Umum Daerah

Pasa! 46

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang

akan menerapkan BLUD mengajukan permohonan

penerapan kepada kepala SKPD.

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengajukan permoh.onan kepada kepala daerah melalui

sekretaris daerah.

Pengajuarr permohonan s-'bagaimana dirnaksud pada ayat

(1) dan alat (21 dengan melampirkan dokumen

persyaratan adrnirristratif sebagainrana dimaksud dalam

Pasal 36

Pasal 47

I(epala daerah melakukan penilaian terhadap

permohonan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud

dalam Fasal 46.

Dalam melakukan peoilai.an sebagaima.na dim;rksud pada

ayat (f), kepala daerah ntembentuk tim penilai -u-ang

iitetapka-n der:gan keputusa.rr kepala daerah.

Tim penilai sebagaimanre dimaksud pada ayat (2),

beranggotai-an paling s::Cikit terdiri atas:

a. sekrelaris daerah seiragai ketua;

(1)

l2t

r3)

(1j

{2)

{3)
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b. PPKD sebagai sekretaris;

c. kepala SKPD yang membidangi kegiatan BLUD sebagai

anggota;

d. kepala SKPD yang membidangi perencanaan

oembangunan daerah sebagai anggota; dan

e. kepala SKPD yang membidangi pengawasan di

pemerintah daerah sebagai anggota.

(4) Apabila diperlukan, tim penilai sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli yang

berkompeten di bidangnYa.

Pasal 48

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayal

(2) bertugas untuk menilai permohonan penerapari BLUD

paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam

melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan

Daerah.

t3) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah sebagai

bahan pertimbangan penetapan atau penolakan

penerapan BLUD.

Pasal 49

(i) Penerapan BLUD ditetapkan dengan keputusan kepnla

daerah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayal (3;.

12\ Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat tiaerah paling lama 1 {satu) bulan sejak tanggal

ditetapkan.
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RAB IV

STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UIVIUM DAERAH

Pasal 50

Strukturr anggaran BLUD, terdiri atas:

pendapatan BLUD;

belanja BLUD; dan

pembiayaan BLUD.

Pasa-l 51

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 5O

huruf a bersumber dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kerja sama dengan pihak lain;

d. APBO; dan

e. lain-lain pendapatan BLUD 1'ang sah.

Pasal 52

(1) Pendapa tan RLUD yang bersumber dari jasa layanan

sebagaimara dimaksud dalam Pasal 51 huntf a berupa

imbalan vang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan

kepada masyarakat.

(21 Pendapatan BLUD yan.g bersumber dari hibah

sebagaimana Cimaksud daiam Pasal 51 huruf b dapat

bempa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang

diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat

sebagaimana dimaksucl pzrda a1'a't. (2), digunakan sesuar

dengan tuj uan pemberian hibah, sesuai dengan

peruntukar:nya yang selaras dengan tujuan BLUD

se bagaimana rercantum dalam rraskah perjanjian hibah.

Hasil ker-ia sama derrgae pihak lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5l huruf c dapat berupa hasil

yang diperoleh dari kerja s;ama BLUD.

(3)

t4)



:28-

(5) Pendapatan BLUD yarlg bersumber dari APBD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d berupa

pendapatan yang herasal dari DPA APBD.

(6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana

dima-ksud dalam Pasal 51 huruf e, rneliputi:

a. -iasa giro;

b. pendapatan bunga;

c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing;

d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau

jasa oleh BLUD;

e. investasi; dan

f.. pengembangan usaha. i !r''1i ''

Pasal 53

(1) Pengeml:angan usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan

unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat.

(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagran dari BLUD yang bertugas melakukan

pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber

pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 54

(1) Pendapaian BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 hur:f a sampai dengan huruf e dikelola langsung

untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali

yang berasal dari hibah terikat.

(2) Pendapatan BLUD sebaga.'-mana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalur Rekening Kas BLUD.
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Pasal 55

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

huruf b terdiri atas:

a. belanja operasi; dan

b. belanja modal.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a rnencalc.rp seluruh belanja BLUD untuk

rnenjalanl<an t-ugas dan fungsi.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

bela:-.ja bunga dan belanja lain.

Belanja rnodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset

'ietap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

12 (dua beias) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

BLUD.

Beianja rircdal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin,

belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan

jaringan. ilarl belanja aset tetap lainnya.

Pasal 56

Pemoiayaan BLUD set',rgaimana dirr,aksud dalam Pasal

50 huruf c terdiri atas:

a. peneri rr,.aan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

rnerupak;ur semua penerimaan yang perlu dibayar

kernbali dan/atau pengeluaran yang akan diterirna

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
!

maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 57

/enerimazin pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (l) hur,:f a meliputi:

a. sisa lebih perhitungari anggaran tahun anggaran

sebel'.rrnnya;

(2.\

(s)

(4)

(s)

(1)

(2t

(i)
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b. divestasi; dan

c. penerimaan utang/pinjaman.

t2l Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (1) huruf b meliputi:

a. investasi; dan

b. pembayaran pokok utz.ng/pinjaman.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 58

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang

menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada

Renstra.

RBA sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan:

a. anggaran berbasis kinerja;

b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang

diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang

diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama

dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya,

APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf a merupakan analisis kegiatan yang

berorientasi pada pencapaian ouq)ut dengan penggunaan

sumber day,a secara efisien.

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat

(21 huruf b merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.

Dalam hal BLUD belum men5rusun standar satuan harga

sebagaimana dimalsud pada ayat (4), BLUD

menggunakan standar satlrurn hrga y'ang ditetapkan oleh

Keputusan Kepala Daerah.

(3)

(4)

(5)
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(6) Kebutuhan helanja dan kemampuan pendapatan

sebagaimann dinraksud pada ayat (21 huruf c merupakan

pagu belanja yang diri.nci menurut belanja operasi dan

belanja modal.

Pasal 59

RBA sebagaimana dimaksud daiam Pasal 58 ayat (1),

rneliputi:

a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b. rinciarr anggaran pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

c. perkiraan harga;

d. besar-an persentase ambang batas; dan

e. perkiraan maju atau /oruard estimate

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola

angg.rran fleksibel dengan suatu presentase ambang

batas tertr:ntu.

RBA sebagaimana dimaksud pada al,at (2) disertai dengan

standar lrr::l ayan€rn minim.al,

Pasal 6O

Rngkasan pendapatai--r, belanja dan pembiayaan

sebagaimaner dirnaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a

rnerupakan ringkasan pendapataa, belanja dan

pembiayaan.

Rincian a-nggaran penda.patan, belanja dan pembiayaan

sebagaimana dimaksr.rd dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b.

merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan

tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang

tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan

pembiayaan.

Perkiraan harga sebaga:mana dimaksud dalam Pasal 59

ayat (1) huruf c, merupakan estirnasi harga .jual produk

barang da,n/atau jasa setelah memperhitungkan bial,a

per satuan dan tingkat rnargin yang ditentukan seperti

tercermir: dari Tarif Layanan.

(2t

(3)

(11

(2t

(3t
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Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, merupakan

besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari

pendapatan operasional yang diperkenankan dan

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan

operasional BLUD.

Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana

untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang

direncanakan guna memastikan kesinambungan program

dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar

penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6l
Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/

dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun

pendapatan daerah pada kode rekening kelompok

pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli

daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b,

huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran

BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA

SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci

dalam I (satu) program, I (satu) kegiata-n, I (saiu) outpu\

dan jenis belanja.

Belanja BLUD sebagaimara dimaksud pada ayat (2i

dialokasikan untuk membiayai program peningkatan

pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung

pelayanan.

Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

56 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD

selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun
pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan

Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

(s)

(1)

(2)

(3)

(4)
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BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak

melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA.

ur.tuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Rincian bc-lanja dicantumkan dalarn RBA.

Pasal 62

RBA sebagaimana dimaks-.rd dalam Pasal 59 ayat (1)

di':ntegrasikan/dikonsolidasikan dan melupakan

kesatuan dari RKA.

RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (L)

disanrpaikan kepada PPKD sebagai bahar: penyusunan

rancarlgan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 63

PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimatra

dirna,lisurt dalam Pasal 62 kepada tim anggaran

pernerintah daerah untuk dilakukan peneiaahan.

Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

arltara lain diguna,kan sebagai dasar pertimbangan

alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 64

Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali

RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 63 ayat (1) kepada

PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan

daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Tahapan dan jadwal proses pen5rusunan dan penetapan

RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penJrusunan

dan perretapan APBD.

Kctentuan lebih lanjut me ngenai penlrusunan, pengajuau.

penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan

Peraturan Kepala Daerarh.

(6)

(r)

(21

(r)

(r,

(2)

(3)
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L1AR VI

PELAKSANAAN ANGGARAN

BADAN LAY.ANAN I]MUM DAERAH

Pasal 65

BLUD menlr'ustin DPA berdasarkan peraturarr daerah tentang

APBD untuk diajukan kePada PPKD.

Pasal 66

DPA sebagaimana dimaksud dalarr: Pasal 65 memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan.

PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan

anggaran BLUD.

Pasal 67

DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (21 menjadi dasar

pelaksana;rn anggaran yang bersumber dari APBD.

Pelaksanaan anggaran J'ang bersumber dari APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk

belanja pegawai, beianja modal dan belanja barang

dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan

yang telah ditetapkan, ciengan memperhatikan anggaran

kas datam DPA, dan memperhitungkan:

a. jumlah kas yang tersedia;

b. proyeksi pendapatan; Can

c. proyeksi pengeluaran.

Pelaksanaan arggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dengan mel.empirkan RBA.

Pasal 68

DPA yang telah disahkan dan RB.l. menjadi lampiran

perjanjrar: kinerja yang ditandatangani oleh kepala

daerah aan nerrrimpin.

(1)

(2)

(3t

(4)

(1)
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(21 Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi masYarakat.

Pasal 69

Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menJrusun

laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan

laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD'

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang

ditandatangani oleh pemimpin.

Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan

tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala

SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan

kepada PPKD.

Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3),

PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat

Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 70

Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka

rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk menampung penerimaarr dan

pengeluaran kas yang dananya bersumber dari

pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 7 1

Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. pemungutan pendapatan atau tagihan;

(4)

(1)

(21

(1)
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c. pen-r"impanan kzrs dan rrrengelola rekening BLUD;

d. pembayaran;

e. perolehan sirmber dana untuk menutup defrsit jangka

pendek: dan

f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh

pendapatan tambahan.

(2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada

pemimpin mela-lui pejahat k-euangan.

Pasat T2

Dalam pelaksanaan anggarErn, BLUD melakukan

penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

a. pendapatan dan belanja;

b. penerimaan dan pengeluaran;

c. r.rtang dan piutang;

c[. persediaan, aset tetap dan inzestasi; dan

e. ekuitas.

Pasal 73

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggErran sebagaimana

dimaksuC dalam Pasal 72, dia1u:r dengan Peraturan Kepala

Daerah.

tsAB VlI

PENGELOT-AAN BELANJA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 74

(1) Pengelolaan belanja BLUD diberikarr F'leksibilitas dengan

memper''imbangkan volurne kegiatan pelayanan.

!.21 Fleksibilita-s sebagaimana dimaksud pada ayal (1),

rnerupaka:r belanja 1'ang disesuaikan dengan perubahal

pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang

telah ditetapka-n secara defi-nitif.

(.1) Fleksibilitas sei:agaimana dimaksud pada ay'at (2) dapat

clilaks.rnrrkan tertradap }:cla:rja BLUD yarrg bersumher

dnri pend:..pat-rrn BLLID sebagaimana dimairsud dalam
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Pasal 51 humf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah

tidak terikat.

Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan besaran persentase realisasi belanja yang

diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan

DPA.

Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu

mendapat persetujuan kepala daerah'

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD

mengajukan usulan tarnbahan anggaran dari APBD

kepada PPKD.

Pasal 75

Besaran presentase ambang batas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 ayat 12\ dihitung tanpa

memperhitungkan saldo awal kas.

Besaran presentase a:n.bang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (li memperhitungkan fluktuasi

kegiatan operasional, meliputi:

a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan

BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2

(dua) tahun anggaran sebelumnya; dan

b. kecenderungan/tren seiisih pendapatan BLUD selain

APBD dengan prognosis iahun anggaran berjalan.

Besaran presentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ay'at (1), dicantumkan dalam RBA dan

DPA.

(41 Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi

besaran presentase ambang batas.

Presentase ambalg bata,s sebagarmana dimaksud pada

ayat (1) merupa-kan kehutuhan yang dapat diprediksi,

dicapar, 1.er':kur, rasional dan dipertanggungiawabkan.

Arn bang baias sebagairnana dimaksud pada ayat (1),

digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal

Pasai 51 huruf a, huruf b, huruf c. dan huruf e diprediksi

(s)

(6)

(1)

(21

(3)

(s)

(6)
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melebihi '.arget pendapatan y:rng telah ditetapkan

RBA dan DPA tahun yang diangga;kan.

BAB VIII

PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang dan/ atau Jasa

Badan Layanarl Umum Daerah

Pasal 76

Pengadaan barang dan/aiau jasa pada BLUD yang

bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan

ketenttran peraturan perundang-undangan.,,rqengenai

pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang

bersumber dari:

a. jasa layar:.an;

b. hibah tidak terik:rt;

c. hasil kerja sama dengan pihak lain; <ian

d. lain{ain pendapatan BLUD yang sah,

diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sei:agian atau

seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa
pemerintah.

Pasal 77

Keten+.uan lebih lanjut mengenai pengadaan barang

dan/atau ja.sa sebagaimana dimaksuri dalarn pasal 76

ayar (2) diat-ur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pei'aturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada

eyar l1) berttijuan untuk inenjamin ketersediaan barang

dan:./ aiau :asa yang lebrh berrrrutu, lebih murah, proses

pengadaar: yang sederhana. cepat serra mudah
rnenyesualkan Cengan keburuhan untuk mendukung
kelancaran pelayanan BLLID.

(1)

i2t
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Pasal 78

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari

hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibzrh; atau

b. Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasa1 79

Pengadaan barang dan.l atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana

pengadaan.

Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) dilaksanakan oleh parlitia atau unit yang dibentuk
oleh penrimpin untuk melaksanakan pengadaan;. bar.ang

dan/atau jasa BLUD.

Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat

12) terdiri atas personil yang memahami tata cara
pengadaar, substansi pekerjaan/kegiatan yang
bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang

Pasal 80

BLUD dalam rrrelaksanakan pengeiolaan barang mengikuti
ketentuan peraturan pemndang-undangan mengenai barang
milik daerah-

BAB IX
TARIF I.A.YANAI{ BADAN LAYANAN UMU}.{ DAERAH

pasai 8l
BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas
peny'eCiaan laya n an baran g/j a,sa kepada masyarakat.
thrif Layanan sebagaima-na dimaksud pada ayat (1),

berupa besar:an Tarif dan/atau pola Tarif.

i3)

(1)

(2)
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(3) Taril' Lar/anan sebagaim.ana climaksud pada ayat (21

disusun atas dasar:

a. perhit'.rnga:r biaya, per unit layanan; atau

b. hasil per investasi dana.

Tarif Larranzrn ya.ng disusun atas dasar perhitungan biaya

per unit lal anan sebaga:rnana dimaksud pada ayat (3)

huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian

aari biaya yan1 clikeluarkan untuk menghasilkan

barang/jasa atas la5,'anan l.ang disediakan oleh BLUD.

Tarif La.,,anan sebagaimana dimarksud padn ayat (4)

<iihitung dengan akuntansi biaya.

(6) Tarif Layrran yang disusun atas dasai- hasil per investasi

dana seL'agaimana dimalisud pada ayat (3y huruf b

rnerupakan perhiiungan Tarif yanq meflgg+4nbai.kan

tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh

BLUD sela'na oeriode terrcntu.

Tarif Layar,an sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) hanya

diper':ntukkan ltagi BL.UD yang mengelola dana.

Dalam hal penJrusunan Tarif tidak dapat disusun dan
ditetapkar-r atas perhitungan biaya per unit layanan atau
hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau
penetapan ie'-in yang berpedoman pada ketentuan
peraturan perundarg-rrndangan.

Fasai 82

Besaran -{anf sebagaimana dimalisr-rd tlalam pasal gi
ayat (2\ merupakan penJ isunan Tarif dalam beniuk:
a. nilai rrorninal uang; da.nT,atau

b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs,
perrdapatan kotor/bersih, dan./atar: penjualan

L;otor/bersih.

Pola 'larii' sebagarrana clirr:aksud dalam pasal gl ayat (2)

rner-upr, <an penyJsunEr: I Tarif Layanan dalam bentuk
lbrnul;i. .

(1)

(2)
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Pasal 83

Pemimpin menJrusun Tarif Layanan BLUD dengan

mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan

layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan

dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam
penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada

masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.

Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada kepala

daerah.

Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan
perubahan Tarif Layanan.

Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit iayanan.
Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim
yang keanggo taannya berasal dari:

a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;

b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan
daerah;

c. unsur perguruan tinggi; dan

d. lembaga profesi.

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan
kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

BAB X

PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 84

BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan
barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan
langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat
piutang jatuh tempo, dilengkapi admirristrasi penagihan.

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(2)
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(3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang

diserahkan kepada kepala daerah dengan melampirkan

bukti yang sah.

Pasal 85

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

(21 Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 86

BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan

dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan
pinjaman dengan pihak lain.

Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ,ayat (1),

berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/
pinjaman jangka panjang.

Pasal 87

Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang
memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang

timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang
diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara
jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah
penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan
kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang
harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dibuat dalam bentuk perjanjian
utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan
pemberi utang/pinjaman.

Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab BLUD.

(1)

(2)

(s)

(4)



(1)

{2\

-43-

(5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

Pasa-l 88

BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman
jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87

ayat (1) yang telah jatuh tempo.

Pemimpirr dapat melakukan pelampauan pembayaran

bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang

batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 89

Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana, dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (2) merupakan utang/pinlaman yang
memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan
masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Ltang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang
meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain
yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya
sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman
yang bersangkutan.

Mekanisn.;.e pengajuan utang/pinjaman jangka panjang
sebagairr;ana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang-undangan.

BAT] XI

KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

pasal 90

BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain,
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

(1)

(2t

(s)

(4t

(1)
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Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada

dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi,

ekonomis dan saling menguntungkan.

Prinsip saling menguntungkan sebagaimana

pada ayat (2) dapat berbentuk frnansial

nonfinansial.

ayat (1),

efektivitas,

dimaksud

dan/atau

Pasal 9l
Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90, meliputi:

a. keg'a sama operasional; dan

b. pemanfaatan barang milik daerah.

Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) huruf a dilakukan melalui pengelolaan,,;gan,4iemen

dan proses operasional secara bersama dengan mitra
kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik
daerah.

Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan

barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik
daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk
memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas
pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik
daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas
dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan
pendapatan BLUD.

Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang_
undangan.

Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala
Daerah.

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dibuat dalam bentuk perjanjian.

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)
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BAB XII

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN

DEFISIT ANGGARAN RADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

lnvesrasi

Pasal 92

(1) ELUD dapat melaktrkan investasi sepanjang memberi

manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengg€rnggu

likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan
rencana pengeluaran.

'\2) Investasi sebagai:nana diiaaksud pada aya{,,(l.) 
. 
berupa

investasi jangka peudek.

Pasal 93

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12

(dua belasl bulan atau kurang.

hrvestasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan su4pius

kas jangka pendek der:gan rnemperhaiikan rencana
pengeluaran.

I:rvestasi jangka oendek sebagaima-na direaksud paCa

ayat i1). meliputi:

a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3

{tiga) sampai dengan 12 (dua trrlas) bulan dan/atau
5zang dapat diperpanjang secara otornatis: dan

b. surat berharga negara jangka pendek.

Karakteristik in';estasi -iangka pendek sebagaimana
dimaksud pad.a ay-ai (1), meliputi:
a. dapat segera dioerj ualbelikanr,'djsairkarr;

b. ditujul;an untuk rr'.anajemen kas; clan

r:. instrurnen keuangar dengan risiko rend.ah.

(1)

(21

(3)

(4)
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Pasal 94

Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala

Daerah.

Bagtan Kedua

Sisa kbih Perhitungan Anggaran

Pasal 95

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih
lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD
selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan
realisasi anggaran pada I (satu) periode mggaran.
Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah
disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah
dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana
pengeluaran BLUD.

Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam tahun Ernggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas.
Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai
program dan kegiatan harus melalui mekanisme ApBD.
Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak
dapat dilaksanakan mendahului perubahan ApBD.
Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum
cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;

(4)

(s)

(6)

(7)
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dan

keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 96

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Defisit Anggaran

Pasal 97
(l) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara

pendapatan dengan belanja BLUD.
(21 Daiam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit,

ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut
antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan
pinjaman.

BAB XIII

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 98

Setiap kerugian daerah pada BLUD

tindakan melawan hukum atau

yang disebabkan oleh

keialaian seseorang
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XIV
PEI/,PORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 99
(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungiawaban

berupa laporan keuangan.
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Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan.

Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak
mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan
menerapkan kebijakan akuntansi.

BLUD mengembangkan dan pgllslafkan kebijakan
akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi
pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

(1) Pemimpin menJrusun laporan keuangan semesteran dan
tahunan.

Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2
(dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah
dilakukan reviu oleh SKpD yang membidangi pengawasan
di pemerintah daerah.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(2)

(3)
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sebagaimana dimaksud pada ayat (21

kesatuan dari laporan keuangan BLUD

(1)

(2)

(s)

(41

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 101

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

melakukan pembinaan dan Menteri melalui Inspektorat
Jenderal melakukan pengawasan terhadap BLUD.
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap BLUD di daerah provinsi.

Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap BLUD di daerah kabupaten/kota.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) terdiri atas sosialisasi, supervisi,
bimbingan teknis dan asistensi.

Pasal 102

Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan
implementasi kebijakan BLUD di daerah, pemerintah daerah
wajib melaporkan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah
yang menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan dan
nonkeuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah.

BAB XVI

PENCABUTAN PENERAPAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 103

(l) Kepala SKPD dapat mengusulkan pencabutan penerapan
BLUD kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
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Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan akibat:

a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

b. kebijakan kepala daerah sesuai dengan

kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian.

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), kepala daerah membentuk tim penilai yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4Z ayat (21.

Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD,

dilal<sanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup
pendanaan, personil, prasarana dan data.

Pasal 104

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat
(4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan

BLUD paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah sebagai

bahan pertimbangan pencabutan BLUD.

Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 103 ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah.

Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan

Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
ditetapkan.

Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal ditetapkan.

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)
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BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1O5

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Kepala Daerah yarg telah diunCangkan sebelum

berlakunya Peraturan Illenteri ini, masih tetap berlaku
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan

Peraturan Menteri ini.
(21 Pada saat Peraruran Menteri ini mulai berlaim, IILUD

yang teiah ditetapkan dan peraturan KepeJa Daerah _vang

telar diundangkan sebelum berlakunya peraturarr

Menteri ini, u'ajib rnenyesuaikan paling lama 2 (dua)

tahrrn seteiah PL'ra1-uran Menteri ini diundangkan.
(3) Pe$,-.rsunan dan peneta.par:, RRA urrtuk tahun anggaran

2O2O dan selerusnya sesua-i dengan peraturan Menteri
ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa] lO6
Ketentuan Formal Badan Layanan Limum Daerah rnelipub:
l. Format surat pe!-n),ataan l:esanggupan untLik

meningkatkan kine{a;
2. Format surat pernyataan be:sedia untuk diaudit;
3. Format surat permohonan tnenerapkan BLUD;
4. Format RBA pendapatan, belanja, dan pembiayaau
5. Format RK.A. pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

6. Format DPA pendapatan, belanja, d:rn pembiayaan;
7. Fornrat laporan pendapatan, belanja dan laporan

pernbia-va-an;

8. Fonnat surat pernyataan tanggungiawab;
9. Format surat permintaan pengesahan pendirpata..r,

belanja dan pen: biayaan;

10. Format surat pengcsahan pendapatan, belanja darr
pembiayaan.
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tercantum dalrrm '-.arnpiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 107

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menten Dalam Negeri l.lomor 61 Tahun 2CO7 tentang Pedoman

Teknis Pengeloiaan Kerrangan Badan Layanan Umum Daerah,

dicab,lt dan dinyatakan tida-k berlaku.

Pasal 108

Peraturan Menteri ini mulai berlalcu pada tanggal

diundangkan.
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